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Abstrak

Kapabilitas menjadi salah satu komponen krusial dalam menilai SDM yang ada di organisasi
pemerintahan, termasuk pemerintahan desa. Website Siaga Dukcapil merupakan inovasi baru
dalam sistem pelayanan Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi untuk memberikan pelayanan
administrasi kependudukan yang efektif secara online. Desa Munsalo sebagai salah satu desa
yang memberikan layanan adminduk secara digital. Namun, permasalahan terkait
ketidakmampuan aparatur desa dalam memanfaatkan sistem Siaga Dukcapil menjadi
problematika tidak tercapainya penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal. Oleh karena itu,
studi ini bertujuan untuk menjelaskan kapabilitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan
pelayanan Siaga Dukcapil di Desa Munsalo Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dianalisis menggunakan aplikasi Nvivo 12
Plus untuk menjawab tujuan penelitian secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kapabilitas Pemerintah Desa Munsalo dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui website
Siaga Dukcapil tahun 2023 masih belum optimal. Pertama, dimensi pengetahuan dan
keterampilan masih dihadapkan dengan masalah tidak adanya pembinaan dari Disdukcapil
Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan kepada operator desa, sehingga keterampilan aparatur
dalam penginputan data kependudukan masyarakat desa melalui Siaga Dukcapil masih minim.
Kedua, dimensi sistem teknis masih terdapat permasalahan terkait tidak adanya SOP dan
terbatasnya sarana prasarana untuk menunjang pelayanan yang diberikan. Ketiga, dimensi
sistem manajerial berkaitan dengan belum maksimalnya kemampuan kepala desa dalam
menjalankan regulasi sehingga operator adminduk desa sulit ditemui masyarakat dan minimnya
sosialisasi program adminduk di desa. Keempat, dimensi nilai dan norma permasalahan terkait
aspek kebermanfaatan yang belum optimal bagi masyarakat lokal karena waktu penyelesaian
dokumen adminduk melalui Siaga Dukcapil yang masih belum efisien dan sering mengalami
kendala jaringan.

Kata kunci: Kapabilitas; Layanan Publik; Pemerintah Desa; Siaga Dukcapil

Abstract
Capability is one of the crucial components in assessing human resources in government
organizations, including village governments. The Siaga Dukcapil website is an innovation in the
Disdukcapil service system of Kuantan Singingi Regency to provide effective online population
administration services. Munsalo Village is one of the villages that provides digital adminduk
services. However, the problem related to the inability of village officials to utilize the Siaga
Dukcapil system is a problem that has not achieved optimal public service delivery. Therefore,
this study aims to explain the capabilities of the village government in providing Siaga Dukcapil
services in Munsalo Village, Kuantan Singingi Regency. This study uses a descriptive qualitative
approach which is analyzed using the Nvivo 12 Plus application to answer the research objectives
systematically. The results of this study indicate that the capabilities of the Munsalo Village
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Government in providing public services through the Siaga Dukcapil website in 2023 are still not
optimal. First, the knowledge and skills dimension is still faced with the problem of the absence
of guidance from the Regency Population and Civil Registry Office and the Sub-district
Government to village operators, so that the skills of the apparatus in inputting population data
for village communities through Siaga Dukcapil are still minimal. Second, the technical system
dimension still has problems with the absence of Standard Operating Procedures and limited
facilities and infrastructure to support the services provided. Third, the managerial system
dimension is related to the less than optimal ability of village heads to implement regulations so
that village population administration operators have difficulty meeting with the community and
the minimal socialization of population administration programs in the village. Fourth, the value
and norm dimension of the problem is related to the benefits that are not optimal for local
communities because the completion time for population administration documents through Siaga
Dukcapil is still inefficient and often experiences network problems.

Keywords: Capability; Public Service; Village Government; Siaga Dukcapil

. PENDAHULUAN

Dalam sistem negara demokrasi, lembaga di sektor pemerintahan memiliki
beberapa fungsi yang penting yaitu fungsi pengaturan, pembangunan,
pemberdayaan dan pelayanan publik (Aristia, 2015; Mulyani, 2019). Fungsi yang
sering berkorelasi dengan masyarakat adalah sektor pelayanan publik karena
terklasifikasi sebagai landasan pemerintahan di sektor publik (Christensen et al.,
2017; Rahman, 2018). Kemudian, kemampuan sumber daya manusia (SDM)
aparatur juga merupakan elemen krusial dalam keberhasilan pencapaian tujuan
organisasi pemerintahan, khususnya pada aspek penyelenggaraan pelayanan
publik (Kalepo et al., 2022; Lemu et al., 2022; Pakarain & Abdussamad, 2022).
Selain itu, Kkinerja pelayanan publik yang bermutu dapat dilihat dari
profesionalisme aparatur dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan
hasil pelayanan publik sebagai wujud akuntabilitas publik. Hal ini menuntut
pegawai atau aparatur yang memiliki motivasi bekerja keras dan mempunyai
keinginan untuk mencapai hasil kerja yang berkualitas (Harun et al., 2024;
Marcelino et al., 2023).

Pelayanan administrasi, khususnya yang berkaitan dengan administrasi
kependudukan merupakan salah satu pelayanan publik yang sangat dibutuhkan
oleh masyarakat di berbagai daerah (Pratiwi, 2021). Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan
dijelaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat
dapat menjamin akurasi data kependudukan serta pelayanan dapat dilakukan
secara daring maupun manual. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam
prosesnya pelayanan administrasi kependukan merupakan pelayanan dasar
yang sangat krusial bagi masyarakat pada level desa-nasional serta
mempermudah pemerintah untuk memberikan jaminan akurasi data
kependudukan (Wilona et al, 2017). Kemudian, berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipaparkan bahwa desa memiliki hak adat
dan hak asal usul dalam hal mengawasi dan mengendalikan seluruh kepentingan
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masyarakatnya. Desa telah berkembang di sejumlah daerah selama ini yang
tentu saja perlu didorong dan diperkuat untuk mewujudkan pemerintahan desa
yang lebih maju, mandiri, dan demokratis agar berkontribusi pada pembangunan
masyarakat yang sejahtera (A Yasin, 2016; Ardiansyah et al., 2023). Selain itu,
dalam Pasal 67 Ayat 2E Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
dijelaskan bahwa “Desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat desa”. Hal ini kemudian telah menjadikan pemerintah desa
memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka menciptakan kemandirian
desa dan memberikan layanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat
untuk mencapai tujuan krusial khususnya di sektor pelayanan publik (Nurcholis,
2011; Hermanses, 2023; Prasojo et al., 2024).

Dalam memberikan pelayanan publik pada administrasi kependudukan,
tentunya pemerintah desa diharapkan memiliki kapabilitas yang lebih dominan
untuk menunjang kepuasaan publik (Darusman & Wijaya, 2020). Kapabilitas
sendiri merupakan kemampuan, keahlian, keterampilan dan pemahaman yang
dimiliki oleh individu dan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Suryatiningsih et al., 2022).
Dengan adanya kapabilitas oleh pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, maka hal ini diyakini akan dapat menentukan dan mengembangkan
kemajuan desa secara berkelanjutan (Setiawati & Suparti, 2024; Mulyani, 2019).
Oleh karena itu, perlunya aparatur desa yang benar-benar mempunyai
kemampuan yang optimal dalam menjalankan tugasnya dan dapat bekerjasama
serta bertanggungjawab secara konsisten (Tarmizi, 2016).

Secara konseptual, kemampuan pemerintah merupakan keterampilan
organisasi pemerintah untuk menyesuaikan dan menetapkan prasyarat yang
diperlukan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dengan cepat.
Kompleksitas keterampilan mewakili kebutuhan untuk melakukan tugas-tugas
kompleks secara internal dan kemampuan pemerintah diperlukan untuk
mengantisipasi, membentuk, beradaptasi, dan mengembangkan keunggulan
kompetitif yang ada (Rafi et al., 2024). Dalam mewujudkan kapabilitas
pemerintah, hal utama yang diperlukan yaitu kemampuan pemimpin, integritas
sumber daya manusia, keterampilan dalam manajemen, pengetahuan yang
adaptif dan komitmen akan tujuan. Dengan demikian, aparatur pemerintah desa
tentunya perlu memiliki kapabilitas terhadap pengimplementasian tugas dan
fungsinya yang kemudian harus dapat memberikan pengaruh terhadap
pencapaian tujuan dalam organisasi pemerintah desa. Oleh sebab itu, pada
dasarnya para aparatur pemerintah desa merupakan faktor yang menentukan
keberhasilan pelaksanaan akan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya
(Setiawati et al., 2024). Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, komponen
yang paling utama berkaitan dengan setiap aparatur yang memerlukan
profesionalisme dalam pelaksanaan roda pemerintahan untuk dapat
mewujudkan kesejahteraan dan potensi masyarakat lokal (Rodiyah et al., 2021).
Salah satu langkah penting dalam terciptanya kemampuan yang profesional
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pada aparatur pemerintah dapat dilakukan dengan melakukan penguatan
kapabilitas pada setiap kelompok/individu sesuai dengan regulasi yang berlaku
(Harsono, 2016; Suryatiningsih et al., 2022). Kapabilitas sendiri merupakan salah
satu keterampilan yang harus dimiliki organisasi pemerintah untuk dapat
melakukan penyesuaian dan penetapan prasayarat yang diperlukan dalam
mempertahankan potensi, serta ditujukan untuk mengantisipasi dan
mengembangkan keunggulan yang tersedia di sektor pemerintahan (Andriyus et
al., 2023; Rafi et al., 2024). Dengan adanya peningkatan kapabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa, maka hal ini dapat menjadi modal utama
dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien, serta dapat
menghadapi tantangan ekternal seperti pada perubahan regulasi, perkembangan
teknologi dan bahkan berkaitan pada dinamika sosial yang terjadi di tingkat
nasional (Arenawati, 2014; Rafi et al., 2024).

Penelitian Aristia (2015) menjelaskan bahwa dalam prosesnya kemampuan
aparatur desa secara umum masih belum optimal yang disebabkan oleh
beberapa faktor seperti: aparatur yang belum mengetahui fungsi dan tugasnya
sesuai dengan jabatan yang dipegang, aparatur desa yang tidak maksimal dalam
menggunakan komputer dalam memberikan pelayanan administrasi
kependudukan, dan sarana prasarana yang tidak cukup dalam mendukung
pelayanan publik yang diberikan. Kemudian, studi oleh Meliyanti (2018) juga
menegaskan bahwa aparatur desa masih belum memiliki kemampuan dan
kompetensi yang maksimal dalam melakukan pekerjaan dengan target waktu
yang telah ditentukan. Selain itu, aparatur desa juga belum mampu memahami
jenis pelayanan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal, serta
belum mampu berkomunikasi dengan baik dan cenderung tidak siap menerima
kritikan publik untuk keberhasilan tupoksinya. Dari berbagai studi terdahulu di
atas, terlihat bahwa penelitian yang berkaitan dengan kapabilitas pemerintah
desa dalam penyelenggaraan layanan publik secara digital masih sangat
terbatas pada konteks kemampuan dan kompetensi teknis yang perlu
diperhatikan oleh setiap aparatur pemerintah desa dalam pemberian layanan
publik. Namun, penelitian ini memiliki sisi kebaruan dalam menelusuri sejauh
mana kapabilitas pemerintah desa dalam pelaksanaan layanan publik berbasis
digital berbasis konsep core capabilities yang merupakan aspek kemampuan inti
yang harus ditingkatkan secara sistematis. Dengan demikian, penelitian ini
diyakini dapat menjadi referensi penting mengenai aspek kapabilitas inti
(substantif) yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah desa dalam menjalankan
fungsi pemerintahannya di sektor pelayanan publik.

Kemudian, dalam menilai kapabilitas organisasi di sektor pemerintahan
dapat dilihat dari beberapa aspek krusial yaitu: 1) Dimensi Pengetahuan dan
Keterampilan (Knowledge and Skills) mencakup indikator teknik spesifik (terkait
dengan kemampuan inti) dan pemahaman ilmiah (relevan dengan
pengembangan produk baru). Pengetahuan sangat fundamental dan sesuatu
yang vital dalam sebuah organisasi dimana kegiatan-kegiatan dalam organisasi
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dapat berjalan sebagaimana mestinya manakala didukung oleh sumber daya
yang ada dalam organisasi tersebut, termasuk sumber daya manusia yang
memiliki pengetahuan luas serta mumpuni dalam menjalankan tugas-tugas
pokok dan fungsinya dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Keahlian
merupakan bekal dan/atau modal seseorang dalam organisasi dengan keahlian
dapat melakukan sesuatu dengan terampil dan juga baik. 2) Dimensi Sistem
Teknis (Technical Systems), mencakup dua indikator, yaitu informasi dan
prosedur. Sesuatu yang dibangun dengan informasi (sebagai contohnya,
menyajikan dan memberikan informasi dengan sebuah database berkenaan
dengan pengujian-pengujian produk yang diadakan akhir dekade). Sedangkan
yang dibangun melalui prosedur (seperti aturan yang didisain oleh pemilik). 3)
Dimensi Sistem Manajerial (Managerial Systems), mencakup dua indikator yaitu
cara menciptakan pengetahuan dan cara mengendalikan pengetahuan. Dalam
hal ini, sistem manajerial perlu mendapatkan dan menciptakan pengetahuan
baru dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya. 4) Dimensi Nilai dan Norma
(Values and Norms), mencakup tiga indikator, yaitu Isi dan struktur pengetahuan,
sarana untuk mengumpulkan pengetahuan dan pengendalian pengetahuan.
Nilai dan norma merupakan salah satu dimensi dari kapabilitas organisasi yang
dengan nilai-nilai dan norma-norma tersebut dimensi ini merupakan bagian yang
sangat penting dalam organisasi untuk menghadapi berbagai permasalahan baik
yang berurusan dengan permasalahan di dalam organisasi maupun di luar
organisasi (Andriyus et al., 2023; Rafi et al., 2024).

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun
2023 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Warga Secara Online,
dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa layanan online merupakan layanan yang
memungkinkan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi untuk dapat
mengajukan permohonan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan
sipil yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan berlakunya peraturan
tersebut yang secara tidak langsung menjadikan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus
dokumen kependudukan yang bisa mengurus langsung di kantor desa dengan
tujuan untuk mempercepat pelayanan publik dalam administrasi kependudukan.
Dimana pada umumnya dalam mengurus dokumen kependudukan masyarakat
harus antri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dengan adanya
pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa, idealnya akan
mempermudah masyarakat dan hanya tinggal menyerahkan dokumen
persyaratan ke aparatur desa yang nantinya akan didaftarkan melalui sistem
Siaga Dukcapil Kuansing.

Hingga saat ini tidak semua wilayah di Kabupaten Kuantan Singingi yang
menerapkan pelayanan online administrasi kependudukan tingkat desa,
sebagaimana yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dari 15 kecamatan yang ada baru 2 kecamatan yang desanya sudah
menerapkan sistem pelayanan online administrasi kependudukan tersebut yakni
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Kecamatan Kuantan Tengah sebanyak 23 desa/kelurahan dan Kecamatan
Kuantan Mudik dengan jumlah 23 desa. Setiap desa di 2 kecamatan tersebut
sudah memiliki operator yang siap membantu dalam mengurus dokumen
kependudukan, operator yang telah ditunjuk oleh pemerintah desa setempat
terhubung secara langsung dengan sistem website Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi (Riauonline.co.id, 2022).

Desa Munsalo merupakan salah satu desa yang masuk dalam wilayah
Kecamatan Kuantan Tengah yang sudah menjalankan penerapan pelayanan
online administrasi kependudukan pada akhir tahun 2022, dimana dalam
pelaksanaan pelayanan tersebut terdapat operator yang ditunjuk melalui Surat
Keputusan (SK) oleh pemerintah desa yang sudah terhubung dengan sistem
Siaga Dukcapil dalam proses menginput data kependudukan masyarakat
(Kuansing.go.id, 2023). Apabila nantinya dokumen telah diselesaikan maka
pemerintah desa hanya menggambil ke ruangan Siaga Disdukcapil dengan
menyerahkan berkas yang diajukan, tentunya dalam pelayanan ini masih banyak
kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, karena hal tersebut dapat
dikatakan tugas baru bagi pemerintah desa dalam pelayanan administrasi yang
terhubung langsung dengan dinas terkait. Namun, walaupun demikian
senyatanya sudah cukup banyak pelayanan administrasi kependudukan yang
telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2023 (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah Pelayanan Adminduk di Desa Munsalo Tahun 2023

No Jenis Pelayanan Jumlah Masyarakat
1. |Kartu Tanda Penduduk (KTP) 31 Orang
2. |Kartu Keluarga (KK) 45 Orang
3. |Kartu Identitas Anak (KIA) 210 Orang
4. |Surat Kematian 7 Orang
Total 293 Orang

Sumber: Profil Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah, 2023.

Pada tabel 1 di atas terlihat bahwa pelayanan administrasi kependudukan
yang telah diselesaikan Desa Munsalo pada tahun 2023 sebanyak 293 orang.
Dimana pelayanan yang paling banyak dilakukan yakni Kartu Identitas Anak (KIA)
210 orang, KTP sebanyak 31 orang, KK sebanyak 45 dan yang paling sedikit
yakni pelayanan Surat Kematian 7 orang, berdasarkan pada jumlah pelayanan
yang telah dilakukan melalui sistem Siaga Dukcapil tersebut menunjukkan bahwa
masyarakat lokal Desa Munsalo senyatanya sudah mengetahui terkait adanya
pelayanan administrasi kependudukan di kantor desa, namun berkaitan dengan
dokumen yang diterbitkan masih relatif sedikit yang disebabkan masih dijumpai
beberapa masyarakat yang lebih memilih mendapatkan pelayanan secara
langsung di Disdukcapil, hal tersebut disebabkan oleh waktu penyelesaian
dokumen yang berbeda serta kemampuan dari aparatur desa yang masih belum
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optimal. Namun, tentunya dengan adanya layanan tersebut tentunya
mempermudah masyarakat setempat dalam mengurus administrasi
kependudukan, dimana masyarakat hanya tinggal menyerahkan dokumen
persyaratan pada aparat desa. Selanjutnya, dalam rangka mempermudah
masyarakat untuk mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi
kependudukan tersebut, pemerintah desa menyediakan papan informasi, hal
tersebut dilakukan karena masih banyak masyarakat setempat yang ketika
menyerahkan dokumen persyaratan tidak lengkap yang otomatis pendaftaran
dan penginputan tidak dapat diproses dengan cepat oleh aparatur pemerintah
Desa Munsalo.

Berdasarkan pada regulasi yang berlaku yaitu dalam Peraturan Bupati
Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi
Kependudukan Warga Secara Online ditegaskan bahwa pelayanan administrasi
kependudukan secara online dilaksanakan oleh operator desa/kelurahan dan
camat, Kepala desa dan lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan sistem
layanan administrasi kependudukan warga secara online. Selain itu, setiap
aparatur pemerintah desa secara tidak langsung juga diwajibkan untuk mampu
menjalankan sistem Siaga Dukcapil. Namun, mengingat bahwa program dan
kebijakan tersebut masih cenderung baru bagi pemerintah desa yang terhubung
langsung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan
Singingi, maka penyelenggaraaan program Adminduk di Desa Munsalo masih
ditemui beberap problematika yang terjadi yakni: Pertama, minimnya
pemahaman aparat desa dalam penggunaan sistem Siaga Dukcapil secara
online serta minimnya pengetahuan aparatur desa dalam mengoperasikan
komputer. Kedua, aparatur desa dan operator Adminduk desa yang sering tidak
berada di tempat ketika masyarakat ingin mendapatkan pelayanan administrasi
kependudukan (manajemen waktu). Ketiga, tidak adanya Standar Operasional
Prosedur (SOP) pelayanan yang dimiliki Desa Munsalo. Keempat, masih
terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanan pelayanan adminduk
secara online. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk dilakukan,
dimana tujuan esensial penelitian ini yaitu untuk menjelaskan kapabilitas
pemerintah desa dalam penyelenggaraan layanan Siaga Dukcapil di Desa
Munsalo Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif, adapun penelitian kualitatif akan berfokus pada bagaimana temuan-
temuan dalam penelitian yang dipersepsikan dalam keadaan nyata dan memiliki
tujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan tentang suatu masalah yang
diteliti yang kemudian secara ilmiah menganalisis suatu fenomena tersebut (Fife
& Gossner, 2024; Pilcher & Cortazzi, 2024). Kemudian, jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini yakni data primer (hasil wawancara bersama
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informan penelitian) informan berjumlah 8 orang, dimana dalam pemilihan
informan berdasarkan pada jabatan yang dipegang dalam pelaksanaan layanan
Siaga Dukcapil tersebut serta masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan
dan data sekunder (regulasi, buku, prosiding, artikel jurnal dan dokumen
pendukung yang relevan). Dalam prosesnya, penelitian ini berfokus
mengumpulkan informasi mengenai kapabilitas pemerintah desa dalam
penyelenggaraan layanan Siaga Dukcapil di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan
Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau melalui perpaduan teknik
pengumpulan data seperti dokumentasi dan wawancara secara mendalam.

Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi
Nvivo 12 Plus yang merupakan suatu aplikasi penelitian kualitatif yang mampu
melakukan analisis data secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan fitur
analisis crosstab query untuk menjelaskan persepsi informan terhadap konsep
penelitian serta memvisualisasikan data dengan kombinasi esensial (Allsop et
al., 2022; Salahudin et al.,, 2020). Dalam prosesnya, analisis data dalam
penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu: Pertama, analisis data dengan
fitur analisis crosstab query untuk mencari persentase konsep (nodes) dan
persepsi informan (cases) berdasarkan konteks penelitian yang ingin dijawab.
Kedua, menyimpulkan dan menafsirkan data primer dan sekunder yang telah
dianalisis. Oleh karena itu, artikel ini menjelaskan kapabilitas pemerintah desa
dalam pelaksanaan layanan Siaga Dukcapil di Desa Munsalo Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2023.

[ll. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara fundamental, kapabilitas diartikan sebagai sebuah konsep yang
berkaitan dengan perumusan tentang bagaimana kemampuan dari sumber daya
yang dimiliki dalam sebuah organisasi untuk dapat mencapai dan menghasilkan
kinerja yang diharapkan publik (Fardell, 2020; Kamaruzaman & Manaf, 2024).
Secara khusus, kapabilitas menjadi praktik dalam organisasi yang dibangun
berdasarkan keputusan penting dengan mengkoordinasikan semua unit serta
berbagai kegiatan sehingga mencapai hasil yang maksimal (Andriyus et al.,
2023). Kapabilitas dalam konteks pemerintahan desa terutama dalam aspek
pelayanan kepada masyarakat mencakup berbagai aspek, seperti
kepemimpinan yang visioner, kemampuan perencanaan yang strategis,
keterampilan manajerial yang efisien, serta pengelolaan sumber daya yang tepat
guna. Dengan maksimalnya kapabilitas yang dimiliki, pemerintah desa
diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam proses
pembangunan desa yang tepat guna dan secara tidak langsung selalu siap
dalam menghadapi tantangan eksternal dalam perubahan tata kelola
pemerintahan pusat seperti perubahan regulasi, perkembangan teknologi dan
lainnya (Rafi et al., 2024).

Desa Munsalo menjalankan program pelayanan online administrasi
kependudukan pada akhir tahun 2022, tentunya sudah cukup banyak berkas
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administrasi masyarakat yang di input oleh pemerintah desa sendiri. Dalam
pelaksanaan pelayanan online administrasi kependudukan tersebut pemerintah
desa menunjuk dan menetapkan petugas khusus untuk operator desa dalam
penerbitan dokumen kependudukan secara online yang sesuai dengan isi
Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2023 Tentang
Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online, dimana pada Pasal 1
Ayat (11) dijelaskan bahwa “Operator desa adalah petugas yang ditunjuk dan
diterapkan oleh Pemerintah Desa untuk membantu masyarakat di desanya untuk
mengajukan penerbitan dokumen kependudukan secara online”. Dalam
prosesnya, meskipun sudah adanya operator yang sudah ditunjuk melalui Surat
Keputusan oleh pemerintah desa Munsalo Nomor 303/KKD-DM/X/2022 Tentang
Pengangkatan Operator Disdukapil Siaga di Desa Munsalo, dalam
pelaksanaannya pelayanan online administrasi kependudukan (Siaga Dukcapil)
di tingkat desa tersebut tetap dijalankan secara kolektif oleh setiap aparatur
pemerintah Desa Munsalo. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar semua
aparatur desa dapat ditinjau terkait kapabilitas yang dimiliki dalam proses
menjalankan program yang cenderung baru diinisiasi tersebut. Adapun teori yang
digunakan dalam penelitian ini yakni teori core capabilities oleh Leonard-Barton
dalam Andriyus et al., (2023). Core capabilities merupakan intisari dari kapabilitas
organisasi yang didalamnya meliputi empat dimensi, yaitu pengetahuan dan
keterampilan (knowledge and skills), sistem teknis (technical system), sistem
manajerial (managerial system) serta nilai-nilai dan norma (values and norms).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dianalisis menggunakan software
Nvivo 12 Plus melalui fitur crosstab query dengan melihat semua dimensi core
capabilities dapat diketahui bahwa setiap informan memiliki pandangan yang
beragam terhadap penyelenggaran pelayanan administrasi kependudukan
secara online (Siaga Dukcapil) di Desa Munsalo Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2023 seperti yang terlihat pada Gambar 1.

Core Capabilities

Technical Systems 30.19%
Values and Norms 28.30%
Managerial Systems 20.75%
Provider Jurn Knowledge and Skills 20.75%

Volume 04 N
0.00% 5.00% 10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%

Informan Penelitian 139



Gambar 1. Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Layanan
Siaga Dukcapil di Desa Munsalo
(Sumber: Analisis Crosstab Query Menggunakan Nvivo 12 Plus, 2024)

Dari gambar 1 di atas dapat dilihat hasil penjelasan sebagai berikut:

1. Dimensi Sistem Teknis

Pada hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi sistem teknis merupakan
aspek yang dominan (30,19%) disoroti oleh setiap informan dalam
penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) secara
online di Desa Munsalo. Hal ini memiliki makna bahwa dimensi ini merupakan
indikator yang paling tinggi tingkat kompleksitasnya karena sistem teknis yang
meliputi sumber daya, teknologi informasi, prosedur serta sarana dan prasarana
yang dimiliki dalam suatu organisasi pemerintahan Desa Munsalo masih sangat
minim dan masih belum optimal dalam penyelenggaraan pelayanan Adminduk
secara online. Hal ini dibuktikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana
yang masih terbatas dalam menunjang pelayanan dan tidak adanya dokumen
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Desa Munsalo dalam
pelaksanaan layanan Siaga Dukcapil tersebut. Pada esensinya, dengan tidak
adanya kedua komponen tersebut menunjukan bahwa Pemerintah Desa
Munsalo masih belum memiliki kapabilitas yang memadai pada dimensi sistem
teknis dalam pelayanan Adminduk secara online.

2. Dimensi Nilai dan Norma

Dimensi Nilai dan Norma (28,30%) menunjukkan hasil yang lumayanan
tinggi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan
secara online di Desa Munsalo, dimana dimensi ini berkaitan dengan cara
mengendalikan pengetahuan dalam menghadapi permasalahan di dalam
maupun di luar organisasi. Dalam penyelanggaraan pelayanan administrasi
kependudukan secara online pemerintah Desa Munsalo berkaitan dengan waktu
penyelesaian dokumen, dimana waktu penyelesaian dokumen kependudukan
masyarakat yang berbeda dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini aparatur desa
menyampaikan bahwa dokumen kependudukan di dinas bisa didapatkan
langsung pada hari itu apabila mengurus KTP, sedangkan di desa harus
menunggu input data yang masuk dari operator desa dan tergantung terhadap
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data desa mana yang lebih dulu masuk ke sistam Siaga Dukcapil Dinas. Hal
tersebut yang terjadi pada kantor desa harus menunggu sistem yang terkadang
mengalami permasalahan jaringan dan ditambah dengan apabila cukup banyak
masyarakat yang datang untuk pelayanan Adminduk, tentunya semakin banyak
data kependudukan yang akan diinput oleh aparatur Desa Munsalo pada sistem
Siaga Dukcapil dan ditambah lagi dengan yang terkadang aparatur yang tidak
ada di tempat, sehingga hal tersebut juga akan menjadi persoalan terkait
dokumen yang menumpuk dan semakin memperlambat masyarakat untuk
mendapatkan dokumen kependudukan.

3. Dimensi Pengetahuan dan Keterampilan

Dimensi Pengetahuan dan Keterampilan (20,75%), terkait Pengetahuan
dan Keterampilan yang meliputi pengetahuan yang dimiliki oleh SDM dalam
organisasi, Desa Munsalo memiliki kompleksitas terkait keterampilan yang
dimiliki oleh aparatur desa dalam mengoperasikan sistem Siaga Dukcapil pada
saat penginputan data kependudukan masyarakat yang juga dapat disebabkan
tidak adanya pembinaan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta
Kecamatan sendiri, namun hal tersebut tidak mungkin dijadikan sebagai
permasalahan yang krusial. Karena pihak Pemerintah Desa Munsalo seharusnya
melakukan evaluasi ataupun pelatihan secara internal dengan tujuan agar semua
aparatur dapat memiliki kapabilitas yang sama dalam menjalanakan program
pelayanan Adminduk secara online tersebut.

4. Dimensi Manajerial

Sistem Manajerial (20,75%) memiliki presentase yang sama dengan
dimensi di atas dan dinilai sebagai dimensi terakhir yang masih memiliki
kompleksitas dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan
secara online di Desa Munsalo. Sistem Manajerial yang erat kaitannya dengan
pemimpin dalam orgnisasi. Dalam pelayanan administrasi kependudukan secara
online di Desa Munsalo peran Kepala Desa menjadi faktor yang sangat penting
agara program tersebut dapat berjalan dengan baik, namun pada dasarnya
masih memiliki kompleksitas terkait pemimpin yang belum dapat secara optimal
dalam menjalanan regulasi dan masih adanya masyarakat yang sulit
mendapatkan pelayanan, karena aparatur yang terkadang jarang ada di kantor
desa dan terakhir kurangnya sosialiasi terkait program pelayanan administrasi
kependudukan secara online di kantor desa terhadap masyarakat, yang mana
hanya dilakukan sejalan dengan acara lainnya. Hal tersebut kembali lagi pada
peran dan tanggungjawab dari Kepala Desa terkait penyelenggaraan program
tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kapabilitas pemerintah
desa dalam penyelenggaraan layanan Siaga Dukcapil di Desa Munsalo
Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023 masih
belum optimal dan masih memerlukan perbaikan secara komprehensif.
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Secara substantial, hasil penelitian ini didukung oleh temuan Andriyus et al.
(2023), yang menegaskan bahwa inovasi layanan publik berbasis aplikasi secara
ideal akan dapat memajukan tata kelola pemerintahan di level desa. Namun,
pelaksanaannya saat ini masih terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia
(SDM) serta sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini
sejalan dengan temuan studi Rafi et al. (2024), yang memaparkan bahwa
dewasa kini kapabilitas pemerintah desa harus terus dikembangkan secara
sistematis pada setiap komponen core capabilities (kapabilitas inti) dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, studi ini menyimpukan bahwa
masih terdapat beberapa problematika yang terjadi terkait kapabilitas pemerintah
Desa Munsalo dalam penyelenggaraan sistem pelayanan online administrasi
kependudukan (Siaga Dukcapil) tahun 2023, yaitu: Pertama, masih minimnya
keterampilan yang dimiliki oleh aparatur Desa Munsalo dalam mengoperasikan
komputer pada saat penginputan data kependudukan masyarakat melalui sistem
Siaga Dukcapil yang dipengaruhi oleh tidak adanya pembinaan yang dilakukan
dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan Kuantan
Tengah. Kedua, pada sistem teknis yang dijumpai tidak adanya SOP yang dimiliki
oleh Desa Munsalo dalam pelayanan serta masih kurangnya sarana dan
prasarana dalam menunjang pelayanan tersebut. Ketiga, berkaitan dengan
sistem manajerial pada kepala desa yang sebagai pimpinan tertinggi masih
belum fleksibel dalam menjalankan regulasi yang berlaku, dimana masih
dijumpai masyarakatnya yang sulit dalam mendapatkan pelayanan yang
disebabkan oleh aparatur desa yang sering tidak ada di kantor desa dan
pemerintah Desa Munsalo juga tidak ada melakukan sosialiasi khusus terkait
adanya program Adminduk secara online di kantor desa. Keempat, pada aspek
nilai dan norma pemerintah Desa Munsalo berkaitan dengan permasalahan
internal terkait waktu penyelesaian dokumen kependudukan masyarakat yang
berbeda dengan Disdukcapil dan permasalahan pada sistem yang terkendala
oleh jaringan, sehingga semakin banyak dokumen masyarakat yang akan diinput
ke sistem Siaga Dukcapil dan semakin memperlambat dalam waktu
penyelesaian dokumen tersebut.
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